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ABSTRAK 

 

Kegiatan muamalat tersebut sudah tentu berkembang hal ini seiring 

berkembangnya pola pikir serta cara pandang manusia itu sendiri. Terlebih 

perkembangan pada era yang semakin modern seperti saat ini banyak sekali hal-

hal yang baru yang mungkin hal tersebut tidak pernah terbesit di pikiran manusia. 

Seperti halnya konversi atau menukar pulsa seluler menjadi uang atau rupiah. 

Dalam kajian Islam, suatu kegiatan ekonomi dapat dilakukan apabila kegiatan 

tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam yang bersumber dari al-Qur’an 

maupun Hadis. Hal tersebut bertujuan agar menjaga harta seorang muslim bersih 

dari hal-hal yang dilarang oleh agama untuk ditransaksikan. Konversi pulsa 

seluler menjadi rupiah tentu menjadi hal yang baru dan tentunya sangat perlu 

untuk dikaji lebih mendalam terkait status legalitasnya dalam perspektif hukum 

Islam. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan 

konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah. 2). Akad apa yang digunakan dalam 

konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah. 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat bersifat deskriptif serta 

menggunakan metode berfikir metode berfikir induktif. Yaitu suatu metode 

berfikir induktif ini adalah fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-

peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang 

bersifat umum.  

Hasil penelitian ini dapat diuraikan bahwa Sistem konversi pulsa seluler 

dalam bentuk rupiah pada aplikasi ByPulsa memiliki tahapan yang perlu dilalui, 

tahapan tersebut adalah menginstall aplikasi ByPulsa di Smartphone. Lalu login 

dengan akun Google dengan sekali tap tanpa isi form. Jika tahap ini telah 

dilakukan, maka pengguna akan diarahkan ke laman beranda. Pada laman beranda 

pengguna, akan ditampilkan beberapa menu atau fitur. Dan pengguna dapat 

mengconvert sesuai dengan provider yang diinginkan, sebagaimana yang tertera 

di aplikasi, kemudian isikan data nominal, nomor dan nomor rekening/eWallet. 

Dengan nominal yang telah ditentukan oleh penyedia jasa. Akad konversi pulsa 

seluler dalam bentuk rupiah ditinjau ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah studi pada Aplikasi Bypulsa, terdapat dua transaksi, yaitu transaksi jual-

beli dan ijarah (upah-mengupah). Akad jual beli, hal ini terlihat di mana terjadi 

pertukaran suatu barang/manfaat ke dalam barang/ manfaat lainnya, yaitu 

pertukaran dari pulsa seluler menjadi uang dalam satuan rupiah. Dan akad ijarah, 

hal ini terlihat dari jasa yang ditetapkan oleh penyedia jasa (aplikasi ByPulsa), di 

mana untuk mengkonversi pulsa akan dikenakan biaya sebesar 30% dan yang 

akan diterima oleh pengguna adalah 70% dari nominal pulsa yang dikonversi.  
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MOTTO 

رِيأمِ  باَحَةُ مَا داَمَ الدَّلِيألُ عَليَ التَّحأ ِ لُ فيِ الأمُعاَمَلةَِ الَْأ صَأ  الَْأ

“Hukum asal pada muamalat adalah diperbolehkan (mubah), selama tidak ada 

dalil yang mengharamkannya” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami pembahasan yang dimaksud serta menghindari 

penafsiran yang berbeda atau bahkan salah di kalangan pembaca, maka perlu 

adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di 

dalam judul proposal skripsi ini. Adapun judul dari proposal skripsi ini yaitu 

“Sistem Konversi Pulsa Seluler dalam Bentuk Rupiah Ditinjau dari Perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Aplikasi Bypulsa)”. 

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu diuraikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Konversi adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang 

lain; perubahan pemilikan atas suatu benda, tanah, dan sebagainya atau 

perubahan dari satu bentuk (rupa, dan sebagainya) ke bentuk (rupa, dan 

sebagainya) yang lain.
1
 

2. Pulsa seluler adalah media penghubung untuk sarana berkomunikasi baik itu 

jarak dekat atau jarak jauh. Pulsa bisa juga diartikan alat perhitungan atau 

sistem perhitungan yang akan menentukan tarif pelanggan yang berfungsi 

untuk satuan biaya saat melakukan telepon atau komunikasi.
2
 

3. Rupiah adalah satuan mata uang Republik Indonesia yang bernilai 100 sen.
3
 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 

ke 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1002. 
2
 Ibid, 2098. 

3
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa..., 

3127. 
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Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konversi pulsa 

seluler ke dalam bentuk rupiah adalah perubahan satu bentuk ke bentuk yang 

lain, perubahan tersebut sangat terlihat dari sisi penggunaan serta fungsinya. Di 

mana pulsa seluler digunakan sebagai alat atau sistem perhitungan yang akan 

menentukan tarif untuk satuan biaya saat melakukan telepon atau komunikasi, 

sedangkan rupiah merupakan mata uang di Indonesia dan merupakan alat tukar 

yang sah. 

Berangkat dari penegasan judul di atas, secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa yang penulis teliti dalam penulisan proposal skripsi ini 

adalah bagaimana hukum konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah ditinjau 

dari perspektif hukum ekonomi syariah. Dan dengan penegasan tersebut 

diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari 

beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses 

penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. 

B. Latar Belakang Masalah 

Idris Muhammad, menyatakan bahwa aturan-aturan Allah swt yang 

mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk 

mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik 

disebut dengan kegiatan muamalah.
4
 

Kegiatan muamalat tersebut sudah tentu berkembang hal ini seiring 

berkembangnya pola pikir serta cara pandang manusia itu sendiri. Terlebih 

perkembangan pada era yang semakin modern seperti saat ini banyak sekali 

                                                             
4
 Ahmad Idris, Fiqh al-Syafi’iyyah (Jakarta: Karya Indah, 1986), 1. 
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hal-hal yang baru yang mungkin hal tersebut tidak pernah terbesit di pikiran 

manusia. Seperti halnya konversi atau menukar pulsa seluler menjadi uang atau 

rupiah. Dalam kajian Islam, suatu kegiatan ekonomi dapat dilakukan apabila 

kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam yang bersumber dari 

al-Qur’an maupun Hadis. Hal tersebut bertujuan agar menjaga harta seorang 

muslim bersih dari hal-hal yang dilarang oleh agama untuk ditransaksikan. 

Konversi pulsa seluler menjadi rupiah tentu menjadi hal yang baru dan 

tentunya sangat perlu untuk dikaji lebih mendalam terkait status legalitasnya 

dalam perspektif hukum Islam. 

Untuk mempermudah memahami praktek tersebut, penulis akan 

menguraikan sedikit terkait hal tersebut. Dalam mengkonversi pulsa seluler 

menjadi rupiah tentunya melalui beberapa tahapan dan perantara seperti 

aplikasi atau web yang tersedia di internet. Dalam hal ini penulis menjadikan 

aplikasi Bypulsa sebagai konverter atau perantara yang merubah pulsa menjadi 

rupiah. Tahapan konversi pulsa tersebut cukup mudah, pengguna cukup 

mengklik convert untuk merubahnya, namun dengan ketentuan minimal pulsa 

yang dapat dikonversi adalah Rp, 30.000 dan maksimal Rp. 10.000.000. Di 

samping itu, nominal uang yang dapat diterima oleh pengguna adalah 70% dari 

nominal pulsa yang dikonversi. Sebagai contoh, jika pulsa yang dikonversi 

sebesar Rp. 100.000, maka uang yang akan diterima hanya Rp. 70.000. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan tersebut 

layak untuk dilakukan penelitian secara mendalam tentang konversi pulsa 

seluler dalam bentuk rupiah. Hal ini dikarenakan, masih terdapat hal-hal yang 
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belum jelas status legalitasnya, antara lain mengenai akad dalam transaksi 

tersebut apakah akad sharf (tukar menukar uang) ataukah bai’ al-manfaah (jual 

beli suatu manfaat). Dan jika hal-hal tersebut secara jelas diketahui, maka 

barulah status hukumnya dapat diketahui. Dan penilitian ini dituangkan dalam 

sebuah proposal skripsi yang berjudul “Sistem Konversi Pulsa Seluler dalam 

Bentuk Rupiah Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada 

Aplikasi Bypulsa)”. 

C. Identikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diketahui bahwa 

masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam transaksi 

konversi pulsa seluler ke dalam bentuk rupiah, permasalahan tersebut 

adalah sebagai berikut:  

a. Diduga ketidakjelasan akad dalam transaksi tersebut. Yang diketahui 

bahwa kejelasan akad merupakan hal sangat urgen dan vital. Kejelasan 

akad ini juga akan akad berdampak pada rukun dan syarat suatu 

transaksi. 

b. Potongan 30% dalam transaksi tersebut. Di mana, pengguna hanya 

menerima sebesar 70% dari nominal pulsa seluler yang dikonversi. 

Sebagai contoh, jika pulsa yang dikonversi sebesar Rp. 100.000, maka 

uang yang akan diterima hanya Rp. 70.000. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, perlu 

diadakan pembatasan masalah untuk memperjelas permasalahan yang ingin 
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diteliti agar lebih terfokus dan mendalam. Di mana dalam penelitian ini 

ialah meneliti dan menanalisis yang meliputi akad yang digunakan dalam 

konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah, jika akad tersebut telah 

diketahui secara jelas, maka rukun, syarat dan ketentuan lainnya akan dapat 

diketahui pula secara jelas. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian terkait dengan permasalahan di atas, maka 

untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis menarik rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaa konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah? 

2. Akad apa yang digunakan dalam konversi pulsa seluler dalam bentuk 

rupiah? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian merupakan maksud diadakannya suatu 

penelitian dan sebagai tujuan akhir dari suatu permasalahan dan persoalan. Dan 

tujuan dalam penelitian ini secara rinci adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem konversi pulsa seluler dalam bentuk 

rupiah. 

2. Untuk mengetahui akad apa yang digunakan dalam konversi pulsa seluler 

dalam bentuk rupiah. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak. Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
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1. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan suatu sumbangan pengetahuan 

atau ilmu kepada para pembaca agar bisa mengetahui permaslahan yang 

terdapat dalam konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah ditinjau dari 

perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

2. Secara praktis penelitian ini berguna untuk memperluas khazanah ilmu 

pengetahuan bagi penulis sendiri, selain itu untuk memenuhi syarat akademik 

dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. 

G. Kajian Penelitian Dahulu yang Relevan 

Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang hukum ekonomi syariah 

telah dikaji dan dibahas, baik mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun 

yang mengkajinya secara umum yang sejalan dan searah dengan pembahasan 

ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan pada penelitian-penelitian 

sebelumnya, penulis membandingkan beberapa penelitian yang ada antara 

penulis dengan penulis sebelumnya. Berikut ini adalah tinjauan umum atas 

sebagian karya-karya tersebut: 

1. Ikra Miftahul Jannah, mahasiswi Universitas Muhammadiyyah Makasar, 

skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Pertukaran Valuta Asing Akad al-

Sharf  Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Makassar UNISMUH”. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa, mekanisme pertukaran valuta asing akad 

al-sharf dilakukan dengan kedatangan langsung pihak nasabah ke Bank, 

dilakukan dengan pendebitan rekening nasabah, dan dilakukan dengan 

kunjungan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismuh ke tempat 
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manasik haji atau umroh,  tranksaksi pertukaran valuta asing akad al-sharf 

diperuntukkan oleh nasabah perindividu maupun perusahaan serta, sistem 

pertukaran valuta asing akad al-sharf telah sesuai dengan prinsip syariat 

Islam yang telah dihimpun dalam akad. 

2. Dwi Rahayu, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan 

Potongan Harga dalam Jual Beli Pulsa Elektrik dari Distributor ke Agen 

(Studi Kasus Tika Cellular Tanjung Bintang Lampung Selatan)”. Hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik penambahan potongan harga 

dalam jual beli pulsa elektrik dari distributor ke agen di Tika Cellular 

Tanjung Bintang Lampung Selatan adanya akad ghairu sahih, hal ini 

dikarenakan tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, akad yang 

dilakukan merupakan akad yang fasid yang pada dasarnya di bolehkan 

dalam syariat namun terdapat unsur-unsur yang tidak jelas, yang 

menyebabkan akad itu terlarang. Ketidaksesuaian akad pada awal transaksi 

penambahan potongan harga yang diambil sebagai keuntungan distributor 

secara sepihak bertambah secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan para agen. 

Menurut tinjauan hukum Islam tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai 

dengan ketentuan syarak atau ketentuan hukum Islam. Adanya akad 

perjanjian transaksi tersebut disepakati dua belah pihak distributor dan agen, 

namun tidak adanya penjelasan terperinci sehingga dapat menimbulkan 

kesalahpahaman di kemudian hari. Adanya ketidakjujuran dalam melakukan 

transaksi jual beli saldo pulsa di Tika Cellular Tanjung Bintang tersebut. 
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Dapat disimpulkan pula transaksi tersebut terdapat unsur-unsur tadlis 

(penipuan) yang dilarang dalam Islam yakni salah satu pihak (penjual) 

dalam transaksi tidak tetap terhadap penambahan potongan harga yang 

menjadi objek transaksi sehingga pihak kedua dapat dirugikan. Tadlis 

hukumnya haram dan dilarang dalam Islam, oleh karena itu melakukan 

transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur tadlis-nya itu 

hukumnya tidak boleh. 

3. Nur Mazaya Hurin’in, mahasiwi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya, skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli 

dengan Alat Pembayaran Pulsa di Media Sosial Line”. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa praktik jual beli dengan alat pembayaran pulsa di 

media sosial Line merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi 

antara dua pihak di dalam media sosial Line dengan menggunakan internet 

dengan cara membuka akun official Line yang ada. Sistem jual beli dengan 

alat pembayaran pulsa di media sosial Line dalam konteks hukum Islam sah 

tetapi fasid. Letak kefasidannya karena tidak memberikan kebebasan kepada 

pembeli yang tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam. Dengan 

demikian kesimpulan di atas, menjelaskan bahwa pihak penjual selaku 

penggerak jual beli online di media sosial untuk mengkaji dan mempelajari 

ulang mengenai konsep jual beli karena apabila akad tersebut tidak sesuai 

dengan prinsip jual beli dalam Islam  maka sebaiknya menggunakan 

alternatif alat pembayaran lain yang lebih mudah dan sesuai dengan hukum 

Islam.  
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Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan kajian pustaka, maka 

terlihat korelasi atau persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang saat 

ini akan diteliti. Korelasi atau persamaan antara penelitian tersebut adalah: 

1. Pemotongan harga. Dalam penelitian ini pemotongan harga distandarisasi 

dengan persentasi, di mana rupiah yang akan diterima oleh pengguna hanya 

sebesar 70% saja dari jumlah pulsa yang dikonversi. 

Pemotongan/pengurangan ini sama sekali tidak diketahui secara jelas oleh 

pelanggan, yang mana salah satu syarat bermuamalah adalah objek transaksi 

harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Hal ini sama saja yang 

terjadi pada penelitian terdahulu, di mana keuntungan yang diterima oleh 

distributor pada awalnya sebesar Rp 600,- namun berubah menjadi Rp. 

800,- tanpa adanya musyawarah atau kesepakatan ulang dari kedua belah 

pihak. 

2. Pulsa seluler sebagai alat bayar/tukar. Dalam penelitian ini objek yang 

ditukarkan adalah adalah pulsa seluler yang kemudian pulsa tersebut ditukar 

menjadi pundi rupiah, hal ini sama seperti apabila seseorang menginginkan 

sesuatu objek barang maka untuk mendapatkan barang tersebut memerlukan 

objek barang yang lain untuk ditukarkan. Objek ini sangat relevan dengan 

penelitian sebelumnya, di mana praktik jual beli dengan alat pembayaran 

pulsa di media sosial Line merupakan proses pertukaran dan distribusi 

informasi antara dua pihak didalam media sosial Line dengan menggunakan 

internet dengan cara membuka akun Official Line yang ada. 
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Berangkat dari korelasi atau persamaan antara penelitian saat ini dengan 

penelitian terdahulu, maka penulis akan menjelaskan perbedaan yang terdapat 

pada penelitian ini. Adapun perbedaan yang sangat signifikan adalah penelitian 

ini lebih menganalisis terkait dengan akad yang digunakan dalam transaksi 

konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah. Di mana akad merupakan sesuatu 

yang dapat menentukan hukum suatu transaksi ekonomi, baik sah atau 

tidaknya, selain itu akad juga berpengaruh dalam menentukan rukun, syarat 

dan ketentuan lainnya. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan dengan dengan metode pengumpulan data 

yang bersumber dari lapangan, dengan cara observasi, pengamatan yang 

mendalam serta membaca dan mencatat serta memanfaatkan sumber 

perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.
5
 Pada penelitian ini 

akan meneliti mengenai konversi pulsa seluluer dalam bentuk rupiah 

ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi pada aplikasi 

Bypulsa).  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau 

gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena 

                                                             
5
 Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), 

2-3.  
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yang diselidiki, sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk 

menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka 

yang diamati.
6
 

 

 

 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yaitu 

tempat penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian.
7
 

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Responden (Informan)  

Responden atau informan penelitian adalah seseorang yang 

memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut.
8
 Informasi 

dalam penelitian ini yaitu berasal dari dari wawancara langsung 

dengan informan yang secara keseluruhan berjumlah 12 orang, yang 

secara keseluruhan adalah pengguna aplikasi ByPulsa. 

2) Aplikasi ByPulsa 

ByPulsa merupakan aplikasi perantara (converter) yang 

mengkonversi pulsa seluler ke dalam bentuk rupiah. Dari aplikasi ini 

                                                             
6
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2008), 12. 

7
 Abdurrahmat Fathoni, Metodeologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2006), 51. 
8
 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2020), 185.  
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juga, penulis akan melihat lebih dalam terkait tata cara konversi pulsa 

seluler menjadi rupiah. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak-pihak lain, 

tidak lagsung dari subjek penelitinya.
9
 Data sekunder bersumber dari 

beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara 

lain bahan-bahan bacaan, dokumentasi, gambar, dan pengamatan secara 

langsung.
10

 Selain itu, peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder 

dengan memanfaatkan sumber publikasi seperti merujuk kepada buku-

buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, artikel-artikel yang keseluruhannya 

itu yang ada relefansinya dengan judul proposal skripsi yang penulis 

sedang teliti. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (field research) 

oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah riset lapangan yaitu mengumpulkan data penelitian yang 

bersumber dari apliksi Bypulsa, dengan cara membaca dan menelaah 

sumber-sumber data baik kitab-kitab, buku-buku, artikel dan sumber bacaan 

lainnya yang terdapat di ruang perpustakaan, dalam hal ini penulis 

mengumpulkan data dari berbagai refrensi yang ada kaitannya dengan 

masalah-masalah dalam skripsi ini. 

6. Pengolahan Data 

                                                             
9
 Kartini, Pengantar Metodelogi Research (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 27. 

10
 Mohammad Bapundu Tika, Metode Penelitian Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), 57. 
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Setelah data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data 

diolah dengan cara: 

a) Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul 

sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan 

masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan. 

b) Rekonstruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan mudah 

diinterpretasikan.
11

 Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah 

secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. 

c) Sistemasisasi data (sistematizing) yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
12

 

7. Metode Analisis Data 

Analisis adalah serangkaian upaya sederhana tentang bagaimana data 

penelitian pada gilirannya dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka 

kerja sederhana.
13

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti yaitu pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan 

kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagi berikut:
14

 

a. Reduksi Data 

                                                             
11

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2004), 126.  
12

 Ibid, h. 131.  
13

 Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan..., 70. 
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2007), 204. 
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Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui 

seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang 

bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Proses reduksi 

data dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan 

penelitian, dengan cara membaca literature yang memiliki relevansi yang 

sangat erat tentang konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah ditinjau 

dari hukum ekonomi syariah.  

b. Penyajian Data 

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah 

bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi 

yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. 

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran 

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan, 

yakni menampilkan gambaran hasil dari data yang telah di reduksi, 

mengenai tentang konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah ditinjau 

dari hukum ekonomi syariah.  

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data 

yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan 

masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun 

dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan 

sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam proses pengambilan 

kesimpulan, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif. 
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Metode deduktif yaitu menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus 

dengan berdasarkan kaidah dan fenomena yang bersifat umum.
15

 

Berkaitan dengan penelitian ini, metode deduktif digunakan pada saat 

mengumpulkan data secara umum dari berbagai sumber-sumber primer 

dan sumber lainnya yang kemudian ditarik kesimpulan yang khusus. 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memfokuskan pembahasan agar tidak terjadi kekeliruan, maka 

dalam pembahasan ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I: Dalam bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, 

fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II:  Dalam bab ini berisi tentang tiga pokok pembahasan, yaitu 

pembahasan umum tentang akad dalam Islam, jual beli dan ijarah. 

BAB III: Dalam bab ini mendeskripsikan gambaran umum tentang 

aplikasi ByPulsa, cara menggunakannya dan dampak positif dan negatif dalam 

menggunakannya. 

BAB IV: Dalam bab ini penulis berusaha memberikan analisis tentang 

sistem konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah pada aplikasi ByPulsa dan 

menganalisa tentang akad konversi pulsa seluler dalam bentuk rupiah menurut 

Hukum Ekonomi Syariah. 

BAB V: Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi. 

                                                             
15

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2010), 51. 



 
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Akad Dalam Islam 

1. Pengertian Akad 

 

Sebelum mengetahui pengertian yang lebih dalam mengenai sebuah 

akad sewa-menyewa maka yang paling utama yang harus kita ketahui 

terlebih dahulu adalah definisi mengenai akad itu sendiri, karena sewa-

menyewa atau ijârah adalah merupakan salah satu yang ada dalam kajian 

muâmalah. Secara bahasa akad berasal dari bahasa Arab yaitu, uqûd jamak 

dari aqd adalah mengikat, bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata 

lain membuat suatu perjanjian.
1
 

Adapun pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat di 

antaranya adalah Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islâmi wa 

Adillatuh yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah 

hubungan atau keterkaitan antara ijab dan kabul atas diskursus yang 

dibenarkan oleh syara’ dan memiliki implikasi hukum tertentu.
2
 

Menurut pendapat ulama Syâfi’iyyah, Mâlikiyyah dan Hanâbilah, 

akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan 

keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang 

pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, 

sewa-menyewa, perwakilan dan gadai.
3
 

                                                             
 
1
 Muhammad Firdaus, Cara Mudah Memahami akad-akad Syariah, (Jakarta: Ganesa 

Press, 2000), 154. 

 
2
 Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam 

Perspektif Fiqih dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia”. Jurnal al-Adalah, Vol. XII, 

(Desember 2015), 786. 

 
3
 Ibid, 155. 
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Sedangkan menurut para ahli, akad didefinisikan sebagai berikut: 

a. Muhammad ‘Azȋz Hakȋm. 

Beliau mengemukakan bahwa akad adalah gabungan atau 

penyatuan dari penawaran (ijab) dan penerimaan (kabul) yang sah sesuai 

dengan hukum Islam. Ȋjab adalah penawaran dari pihak pertama, 

sedangkan kabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan 

oleh pihak pertama.
4
 

b. Ghufron A. Mas’adi. 

Mengemukakan bahwa akad adalah menghimpun atau 

mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang 

lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali 

yang satu dan kokoh.
5
 

c. Hasbi Ash-Shiddieqy. 

Mengemukakan bahwa akad adalah perikatan antara ȋjab 

dengankabul secara dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua 

belah pihak.
6
 

d. Zainal Abdulhaq. 

Mengemukakan bahwa akad adalah membuat suatu ikatan atau 

kesepakatan antara pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua 

                                                             
 
4
 Muhammad Aziz Hakim, Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam,(Jakarta: 

Pustaka Hidayah, 1996), 192. 

 
5
 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2002), 102. 

 
6
 Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1992), 21. 
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(pembeli) terhadap pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan 

oleh ketentuan hukum syari’i.
7
 

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat 

dipahami bahwa akad adalah suatu ikatan atau kesepakatan yang bersifat 

mengunci antara pihak pertama dan pihak kedua terhadap suatu transaksi 

yang dibenarkan oleh syar’i yang meliputi subyek atau pihak-pihak, 

objek ȋjab dan kabul. 

2. Dasar Hukum Akad  

Prinsip dasar akad adalah kewajiban memenuhinya kecuali terdapat 

dalil yang mengkhususkannya. Ketentuan tersebut tidak bersifat umum 

dalam setiap akad. Hal ini bergantung dari segi lâzim (mempunyai kepastian 

hukum) atau tidaknya sebuah akad tersebut. Kalau akadnya bersifat lâzim, 

maka berkewajiban memenuhinya. Sedangkan akad yang bersifat jâiz, 

hanya sebatas disunnah kan saja, karena termasuk kebajikan yang 

dianjurkan syara’.
8
 

Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatâwâ Al-Kubrâ sebagaimana dikutip 

Hannan binti Muhammad Husein Jastanih berpendapat bahwa 

sesungguhnya akad itu harus ditepati karena syara’ sendiri mewajibkannya 

secara mutlak, terkecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Akad yang 

harus ditepati itu termasuk akad yang disepakati oleh syara’ begitu pula oleh 

akal manusia. Dan prinsip dari akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan 

                                                             
 
7
 Zainal Abdulhaq, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 76. 

 
8
 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 

2016), 7. 
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dalam akad tersebut.
9
 Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalil-dalil 

yang menunjukan keumuman wajibnya memenuhi akad adalah sebagai 

berikut:
10

 

a. Al-Qur’ân. 

Al-Qur’ân adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama 

dalam mencantumkan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan 

beragama. Dalam masalah sewa-menyewa terdapat dalam Q.S Al-

Baqarah (2): 17: 

ۡفيِۡۡمَثلَهُُمۡ  ۡوَترََكَهُم  ۡبنِوُرِهِم  ُ ۡٱللََّّ ۡذهََبَ لهَُۥ ۡحَو  ۡمَا ۡأضََاءَٓت  ٓ ا ۡفلَمََّ ۡناَرٗا َ قدَ توَ  ۡٱلَّذِيۡٱس  كَمَثلَِ

صِرُونَۡۡ ۡيبُ  تٖۡلََّّ  ١٧ظُلمََُٰ
“Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, 

Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya 

(yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, 

tidak dapat melihat”. 

Q.S Al-Ma’idah ayat (5): 5: 

ُۡۖ ۡلَّهُم  ۡحِل ّٞ ۡوَطَعاَمُكُم  ۡلَّكُم  ۡحِل ّٞ بَ كِتََٰ ۡٱل  ۡأوُتوُاْ ۡٱلَّذِينَ ۡوَطَعاَمُ تُُۖ ۡٱلطَّي بََِٰ ۡلكَُمُ ۡأحُِلَّ مَ يوَ  ۡٱل 

ۡأوُتوُاْۡ ۡٱلَّذِينَ ۡمِنَ تُ صَنََٰ مُح  ۡوَٱل  تِ مِنََٰ مُؤ  ۡٱل  ۡمِنَ تُ صَنََٰ مُح  ۡوَٱل  تِ مِنََٰ مُؤ  ۡٱل  ۡمِنَ تُ صَنََٰ مُح  وَٱل 

ۡ ۡفقَدَ  نِ يمََٰ ِ ۡبٱِلۡ  فرُ  ۡوَمَنۡيكَ  داَنٖٖۗ ۡأخَ  ۡمُتَّخِذِيٓ ۡوَلََّ فِحِينَ ۡمُسََٰ رَ ۡغَي  صِنيِنَ ۡمُح  لِكُم  ۡمِنۡقبَ  بَ كِتََٰ ٱل 

سِرِينَۡۡۡحَبِطَۡعَمَلهُُۥ خََٰ خِٓرَةِۡمِنَۡٱل   ٥وَهُوَۡفيِۡٱلۡ 
“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) 

orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu 

halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang 

menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-

wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al 

kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka 

dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak 

(pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah 

                                                             
 
9
 Hannan binti Muhammad Husein Jastanih,Aqsâm al-‘Uqûd fi al-Fiqh al-Islâmi, 

(Mekkah: Jam’iah Umm al-Qura, 1418 H/1998 M), 7. 

 
10

 Ibnu Qayyyim al-Jauziyyah, I’Iâm al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al-‘Âlamin, (Beirut-

Libanon: Dar al-Fikr, 1424 H/2003 M), Juz I, 269-271. 
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beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah 

amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”. 

 

Q.S Al-Mu’minun (23): 23: 

ِنۡ إلَِهٍٰ غَ  َ مَا لَكُم م  ْ ٱللَّه رۡسَلۡنَا نوُحًا إلََِٰ قَوۡمِهۦِ فَقَالَ يَقَٰوۡمِ ٱعۡبُدُوا
َ
فَلََ وَلقََدۡ أ

َ
 ۥۚٓ أ يُۡۡهُ

 ٢٣تَتهقُونَ  
“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia 

berkata: “Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, (karena) sekali-kali 

tidak adaTuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa 

(kepada-Nya)”.  

b. Al-Hadist. 

Al-Hadȋst adalah sumber kedua yang merupakan pedoman 

menghisbat suatu hukum. Dan ini merupakan rahmat Allah kepada 

umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan 

perkembangan zaman. Adapun hadȋst mengemukakan tentang sewa-

menyewa antara lain: 

Hadȋst dari ‘Abdullah bin Yûsûf, sesungguhnya Rasulullah SAW 

bersabda: 

اِلله بْنِ عُمَرَ،  اِلله بْنُ يوُسُفَ، أَخْبَ رنَََ مَالِكٌ، عَنْ نََفِعٍ، عَنْ عَبْدِ  ثَ نَا عَبْدُ  حَدَّ
اللهُ  اللهِ عَنْ هُمَا أَنَّ رَسُ  رَضِيَ  َّىَّ  ولَ  إِذَا تَ بَايعََ  عَىَِْوِ سَ سَىَّقَ لاَلَ  اللهُ  

ُ أَحَدُهُُاَ  ِعًا أَسْ يَُُيِِّ الرَّجُلانَفَِكُلُّ سَاحِدٍ مِنْ هُمَا بِِلَِِْْارِ مَا لََْ يَ تَ فَرَّلاَ سكََانََ جََِ
الْبَ ِْعُ سَإِنْ تَ فَرَّلاَ بَ عْدَ أَنْ يَ تَ بَايَ عَا سلََْ يَ تْ رُكْ  وَجَبََالْْخَرَفَ تَ بَايَ عَا عَىَ  ذَلِكَ فَ قَدْ 
 سَاحِدٌمِنْ هُمَاالْبَ ِْعَ فَ قَدْسَجَبَ الْبَ ِْعُ 

“Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, maka setiap orang 

memiliki hak pilih (al-khiyâr) selama belum berpisah atau salah seorang 

telah memberikan hak pilih kepada yang lainnya lalu jika keduanya 

bertransaksi jual beli dengan kesepakatan ini, maka transaksi jual beli 
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ini sudah sempurna. Apabila berpisah setelah transaksi dan salah 

seorang darinya tidak menggagalkan jual beli maka akad jual beli 

inijuga sudah sempurna.” (HR. Bukhari dan Muslim).
11 

Dilanjutkan dari Jâbir bin Abdullah RA, bahwa Rasulullah SAW 

bersabda : 

اِلله رَضِيَ اللََُّّ  اللهِ أَنَّ  سَلاَلَ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ  َّىَّ  رَسُولَ  كُلُّ  عَىَِْوِ سَ سَىَّقَ لاَلَ   اللهُ  
 .طٍ رْ شَ  ةَ ائَ مِ  طَ رَ ت َ شْ اِ  نْ إِ  سَ  لٌ طِ بَِ  وَ هُ ف َ  اللهِ  ابَ تَ كِ   لفَ اَ خَ شَرْطٍ 

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (Hukum 

Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR. Bukhari).
12

 

3. Rukun dan Syarat Akad 

a. Rukun-Rukun Akad  

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga 

sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang 

membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur 

yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan 

seterusnya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk 

sesuatu itu disebut rukun.
13

Akad juga terbentuknya karena adanya unsur-

unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum 

Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu: 

1) Para pihak yang membuat akad (al-‘âqidân), 

2) Pernyataan kehendak para pihak (shȋghah al-‘aqd), 

3) Objek akad (mahal al-‘aqd), dan 
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 Shahih Al-Bukhari, Program Maktabah As-Samilah Edisi II, Jilid III,  hal. 84, lihat 

juga dalam Kitab Biyadatul Mujtahid, Jilid II, 798. 

 
12

 Hasabu Tarqimul Fathul Al-Barrii, Shahih Bukhari, Program Maktabah As-Samilah 

fersi II, Jilid III, 259. 

 
13

 Syamsul Anwar,Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh 

Muamalat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 95. 
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4) Tujuan akad (maudhû ’al-‘aqd). 

Rukun yang disebutkan diatas harus ada untuk terjadinya akad, 

kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak 

ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk 

berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.
14

 

b. Syarat-Syarat Akad 

Ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, 

syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (luzûm).
15

 

c. Syarat Terjadinya Akad 

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan 

untuk terjadinya akad secara syara’. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, 

akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian: 

1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. 

2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, 

 dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya. 

d. Syarat Sah Akad  

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara’ 

untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad 

tersebut rusak. 

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama 

Hanâfiyyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan 
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 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 64. 
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dalam jual-beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, 

ada unsur kemudaratan, dan syarat-syarat jual-beli rusak (fâsid).
16

 

e. Syarat Pelaksanaan Akad  

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan 

kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang 

sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai 

dengan aturan syara’. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang 

dalam bertasharuf sesuai dengan ketetapan syara’, baik secara asli, yakni 

dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil 

seseorang).
17

 

Dalam hal ini, disyaratkan antara lain: 

1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika 

dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli. 

2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain. 

3) Syarat Kepastian Hukum (Luzûm). 

Dasar dalam akad adalah kepastian.Di antara syarat luzûm dalam 

jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyâr jual beli, seperti khiyâr 

syarat, khiyâr aib, dan lain-lain. Jika luzûm tampak, maka akad batal atau 

dikembalikan. 

f. Syarat Dampak Akad 

Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum dan 

khusus. 
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 Ibn Abidin, Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar, Juz IV, 6. 
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 Rachmat Syafe’I, Fiqh Muamalah…, 65. 



24 
 

 

1) Dampak Khusus 

 Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli 

dalam pelaksanaan sesuatu akad atau maksud utama dilaksanakannya 

suatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual-beli, hibah, 

wakaf, upah dan sewa-menyewa. 

2) Dampak Umum  

Segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, 

baik dari segi hukum maupun hasil.
18

 

4. Macam-macam Akad 

Setelah dijelaskan rukun dan syarat akad, pada bagian ini akan 

dijelaskan macam-macam akad.
19

 

a. ‘Aqd al-Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu 

selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad 

ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula 

ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad. 

b. ‘Aqd al-Mu’alaq ialah akad yang di dalam pelaksanaan terdapat syarat-

syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan 

barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran. 

c. ‘Aqd al-Mudhaf  ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-

syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang 

pelaksanaanya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan 
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 Ibid, 65-66. 

 
19

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 50. 
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ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat 

hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan. 

Perwujudan akad tampak nyata pada dua keadaan sebagai 

berikut:
20

 

1) Dalam keadaan muwâdha’ah (taljiah), yaitu kesepakatan dua orang 

secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini 

ada tiga bentuk seperti di bawah ini: 

a) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka 

berdua akan mengadakan jual beli atau yang lainnya secara lahir saja 

untuk menimbulkan sangkaan kepada orang lain bahwa benda tersebut 

telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari penguasa yang 

zalim atau penjualan harta untuk menghindari pembayaran utang. Hal 

ini disebut dengan mutawâdhah pada asal akad. 

b) Mu’âwadhah terhadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya 

dua orang yang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar 

di hadapan nâib (pengganti) wali pengantin laki-laki dan wali 

pengantin wanita sepakat untuk menyebut dalam jumlah yang besar, 

sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat pada jumlah yang lebih 

kecil dari jumlah yang disebutkan di hadapan nâib, hal ini disebut juga 

muwâdha’ah fȋ al-badal. 

c) Mu’wadhah pada pelaku (ism al-musta’âr), ialah seseorang yang 

secara lahiriah membeli sesuatu atas namanya sendiri, secara batiniah 
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untuk keperluan orang lain, misalnya seseoraang membeli mobil atas 

namanya, kemudian diatur surat-surat dan keperluan-keperluan 

lainnya. Setelah selesai semuanya, dia mengumumkan bahwa akad 

yang telah ia lakukan sebenarnya untuk orang lain, pembeli hanyalah 

merupakan wakil yang membeli dengan sebenarnya,hal ini sama 

dengan wakâlah sirriyah (perwakilan rahasia). 

2) Hazl ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-

olok (istihzâ’) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad 

tersebut. Hazl berwujud beberapa bentuk, yang antara lain muwâdha’ah 

yang terlebih dahulu dijanjikan, seperti kesepakatan dua orang yang 

melakukan akad bahwa akad itu hanya main-main, atau disebutkan dalam 

akad, seperti seseorang berkata; “Buku ini pura-pura saya jual kepada 

Anda” atau dengan cara-cara lain yang menunjukan adanya qarȋnah 

(indikasi) terjadinya hazl. 

Kecederaan-kecederaan kehendak disebabkan hal-hal sebagai 

berikut:
21

 

a) Ikrâh (keterpaksaan),yaitu cacat yang terjadi pada keridhaan. 

b) Khilâbah ialah bujukan yang membuat seseorang menjual suatu 

benda, terjadi pada akad. 

c) Ghalath ialah persangkaan yang salah, misalnya seseorang membeli 

sebuah motor, ia menyangka motor tersebut mesinnya masih normal, 

tetapi sebenarnya motor tersebut telah turun mesin. 
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5. Sah dan Batalnya Akad 

a. Akad Sah 

Akad yang ada kemungkinan tidak dapat dilaksanakan akibat 

hukumnya karena tidak terpenuhinya beberapa syarat berlakunya akibat 

hukum akad, yaitu: 

1) Adanya kewenangan atas objek (aset yang menjadi objek). 

2) Adanya kewenangan terhadap tindakan hukum yang dilakukan. 

Akan tetapi, meskipun syarat ini juga telah terpenuhi masih ada 

dalam akad itu kemungkinan hak salah satu pihak untuk membatalkan 

akad secara sepihak karena sifat akad itu sendiri atau karena adanya 

beberapa jenis khiyâr (hak opsi) yang dimiliki oleh salah satu pihak. 

Apabila akad bebas dari adanya hak salah satu pihak untuk membatalkan 

akad secara sepihak, maka itu merupakan akad yang sah dan 

menimbulkan akibat hukum serta akibat hukum itu telah dapat 

dilaksanakan. 

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat 

tersebut terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksud 

tidak terpenuhi.
22

 

Dalam mazhab Hanafȋ tingkat kebatalan dan keabsahan itu 

dibedakan menjadi lima peringkat yang sekaligus menggambarkan urutan 

akad dari yang paling tidak sah hingga kepada yang paling tinggi tingkat 

keabsahannya. Tingkat-tingkat tersebut adalah: 
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1) Akad bâthil. 

2) Akad fâsid. 

3) Akad mauqûf. 

4) Akad nâfidz ghair lâzim,dan 

5) Akad nâfidzlâzim. 

Mazhab-mazhab lain tidak membedakan akad bâthil  dan akad 

fâsid, bagi mereka keduanya adalah sama, yaitu sama-sama merupakan 

akad yang batal dan tidak ada wujudnya sehingga tidak memberikan 

akibat hukum apapun.
23

 

a. Akad Bâthil (Batal) 

Kata bâthil dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab bâthil, 

yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan 

hakikatnya.  Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan “batil 

berarti batal, sia-sia, tidak benar,”
24

 dan “batal diartikan tidak berlaku, 

tidak sah, sia-sia.”
25

 Jadi dalam kamus besar tersebut, batil dan batal 

sama artinya. Akan tetapi, dalam bahasa aslinya keduanya berbeda 

bentuknya, karena batil adalah bentuk mashdar dan berarti kebatalan, 

sedang batil adalah kata sifat yang berarti tidak sah, tidak berlaku. Di sini 

digunakan kata batil sesuai dengan bentuk aslinya. 
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Ahli-ahli hukum Hanafȋ mendefinisikan akad bâthil  secara 

singkat sebagai “akad yang secara syara’ tidak sah pokok dan sifatnya.”
26

 

Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan 

syara’ dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh 

rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh, sebagaimana 

yang telah disebutkan. Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat 

terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad 

bâthil  yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis 

tidak sah sifatnya. 

Hukum akad bâthil, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan 

syarat terbentuknya akad, dapat diringkas sebagai berikut:
27

 

1. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar’i, secara syar’i 

tidak pernah dianggap ada dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat 

hukum apa pun. Misalnya anak kecil yang melakukan akad atau orang 

yang tidak waras akalnya, atau akad yang objeknya benda tidak 

beharga dalam pandangan syara’ seperti narkoba atau benda mubâh 

yang tak bertuan. 

2. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad bâthil itu 

wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum 

dilaksanakan akad bâthil tersebut. Misalnya, barang yang diterima 

oleh pembeli wajib dikembalikan kepada penjual dan harga wajib 
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dikembalikan kepada pembeli. Apabila barang tersebut telah dipakai, 

diganti nilainya apabila objek bersangkutan adalah benda nilai dan 

dikembalikan yang sama apabila objek bersangkutan adalah benda. 

3. Akad bâthil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin 

misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang 

sebenarnya tidak ada secara syar’i dan juga karena pembenaran hanya 

berlaku terhadap akad mauqûf. Misalnya, akad orang tidak waras tidak 

dapat dibenarkan dengan adanya ratifikasi pengampunya karena akad 

tersebut sejak semula tidak sah. 

4. Akad bâthil tidak perlu di fasakh (dilakukan pembatalan) karena akad 

ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada. Misalnya, seperti 

pembeli berpegang terhadap kebatalan dalam berhadapan dengan 

penjual dan penjual berhadapan kepada pembeli. 

5. Ketentuan lewat waktu (al-taqaddum) tidak berlaku terhadap 

kebatalan. Misalnya, penjual tidak menyerahkan tanah itu kepada 

pembeli, kemudian lewat waktu puluhan tahun, di mana pembeli 

menggugat kepada penjual untuk menyerahkan tanah tersebut maka 

penjual dapat berpegang kepada kebatalan akad berapapun lamanya 

karena tidak ada lewat waktu terhadap kebatalan. 

c. Akad Fâsid. 

Kata fâsid berasal dari kata Arab merupakan kata sifat yang 

berarti rusak. Kata bendanya adalah  fasad dan mafsadah yang berarti 
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kerusakan, dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan fâsid adalah 

suatu yang rusak (perbuatan, pekerjaan, isi hati).
28

 

Akad fâsid menurut ahli-ahli hukum Hanafȋ, adalah akad yang 

menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaan 

dengan akad bâthil adalah bahwa akad batil tidak sah baik pokok 

maupun sifatnya, yang dimaksud dengan pokok disini adalah rukun-

rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud sifat 

adalah syarat-syarat keabsahan yang telah disebutkan terdahulu. Jadi 

singkatan akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun 

dan syarat pembentukan akad. Sedangkan akad fâsid adalah akad yang 

telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak 

memenuhi syarat keabsahan akad. 

Mayoritas ahli hukum Islam Mâlikȋ, Syâfi’ȋ dan Hanbalȋ tidak 

memebedakan antara akad bâthil dan akad fâsid. Keduanya sama-sama 

merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah karena tidak 

menimbulkan akibat hukum apapun.
29

 Hukum akad fâsid yaitu sebelum 

dilaksanakan (sebelum penyerahan objek) yaitu akad  fâsid pada asasnya 

tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak dapat diratifikasi, dapat pula 

mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dan wajib 

difasakhkan. 

d. Akad Mauqûf. 
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Kata mauqûf diambil dari kata Arab, yang berarti terhenti, 

tergantung, atau dihentikan. Ada kaitannya dengan kata mauqif  yang 

berarti tempat perhentian sementara atau halte.
30

 Bahkan satu akar 

dengan kata wakaf. Wakaf adalah tindakan hukum menghentikan hak 

bertindak hukum pemilik atas miliknya dengan menyerahkan milik 

tersebut untuk kepentingan umum guna diambil manfaatnya. 

Sebab yang dapat menjadikan suatu akad bersifat mauqûf ada dua, 

yaitu: 

1. Tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang 

dilakukan, dengan kata lain kekurangan kecapakapan. 

2. Tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya 

hak orang lain pada objek tersebut. 

g. Akad Nâfidz Ghair Lâzim. 

 Nâfidz adalah kata Arab yang belum terserap kedalam bahasa 

Indonesia dan secara harfiyah berarti berlaku, terlaksana serta 

menembus.  Ada hubungannya dengan kata tanfȋdz yang sudah sering 

dipakai dalam bahasa Indonesia dan berarti pelaksanaan (tanfȋdziah) 

berarti eksekutif. Akad nâfidz artinya adalah akad yang sudah dapat 

diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya, akad ini adalah lawan 

dari akad mauqûf yang akibat hukumnya terhenti dan belum dapat 

dilaksanakan karena para pihak yang membuatnya tidak memenuhi salah 

satu syarat dalam berlakunya akibat hukum secara langsung, yaitu 
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memiliki kewenangan atas tindakan dan atas objek akad, sebagaimana 

telah dikemukakan terdahulu. Apabila kedua syarat ini telah terpenuhi, 

maka akadnya menjadi akad nâfidz.
31

 

B. Tentang Jual Beli 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli  

 

Jual beli secara etimologi dapat diartikan dengan: 

ِ  ئٍ يْ شَ  ةُ لَ بَ اقَ مُ  وْ إعِْطَاءُ شَيئٍْ فِِ مُقَابلَةَِ  ئٍ ـيْ شَ ب
َ
.شَيئٍْ  أ

32
 

Artinya: Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau memberikan 

sesuatu untuk menukar sesuatu yang lain. 

ۡ

Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa 

adalah: 

ِ  ئٍ يْ شَ  ةُ لَ بَ اقَ مُ  ْ  هِ جْ  وَ عَََ  ئٍ ـيْ شَ ب  .ةِ ضَ اوَ عَ مُ ال
Artinya: Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau 

imbalan”.
33

 

Para ulama’ berbeda-beda dalam mendefinisikan jual beli secara 

terminologi dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi perbedaan 

tersebut mencapai inti dan tujuan yang sama, pengertian jual beli menurut 

para ulama adalah: 

ِ  الٍ مَ  ةُ لَ ادَ بَ مُ   مَ تَ   وَ كً يْ لِ مْ تَ  الٍ مَ ب
 34.كً ل 
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Artinya: Tukar menukar harta dengan harta yang berakibat hukum pada 

pemindahan milik dan kepemilikan”. 

Taqiyuddin al-Hishni berpendapat: 

ِ  الٍ مَ  ةُ لَ ادَ بَ مُ  ذُوْنِ فِ عَََ الوْجَْهِ المَْ قَابلِيَِْْ للِتهصََ فِ بإِيَِْْابٍ وَ قَبُوْلٍ  الٍ مَ ب
ْ
35.يهِْ أ

 

Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat: 

ِ  الٍ مَ  ةُ لَ ادَ بَ مُ  َ  لِ يْ بِ  سَ عَََ  الِ مَ ب وْ نَقْلِ مِلكٍْ بعِوِضٍَ عَََ الوْجَْهِ المَْ  اضِ التّه
َ
ذُوْنِ أ

ْ
أ

 36.يهِْ فِ 
Artinya: Pertukaran harta dengan harta (yang lain) yang berimplikasi pada 

kerelaan atau perpindahan hak milik dengan ganti/imbalan yang 

dilakukan dengan cara yang diizinkan/dibenarkan syara’. 

Abdul Hamid Hakim menjelaskan: 

ِ  الٍ مَ  ةُ لَ ادَ بَ مُ  َ  لِ يْ بِ  سَ عَََ  الٍ مَ ب  .ةٍ صَ وْ صُ مَْ  هٍ جْ  وَ  عَََ اضِ التّه
Artinya: Saling menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama 

suka”.
37

 

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan 

bahwa Bai’ adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran 

benda dengan uang.
38

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka pada intinya jual beli 

adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat 

primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, 
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yaitu dengan sistem barter. Meskipun sistem barter telah ditinggalkan dan 

diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu 

masih berlaku.
39

 

Allah mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk 

manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia 

mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita 

butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang 

tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan 

hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarananya adalah 

dengan melakukan transaksi jual beli.
40

 

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah 

S.W.T dalam al-Qur’an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam al-

Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang 

sangat membutuhkan keterangan jelas tentang masalah tersebut dari kedua 

sumber utama hukum Islam.
41

 

Dalil yang membolehkan transaksi jual beli yaitu firman Allah 

S.W.T dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi: 

حَله  وَ ...
َ
ُ أ مَ  ٱلَۡۡيۡعَ  ٱللَّه ْۚٓ وحََره ِبوَٰا  ۡ...ٱلر 

Artinya: ... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...
42

 

Pada ayat yang lain Allah S.W.T menjelaskan dalam dalam al-

Qur’an surat al-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi: 
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هَا ي 
َ
أ ِينَ  يََٰٓ ِ  ٱلَّه مۡوَلَٰكُم بيَنَۡكُم ب

َ
كُلُو اْ أ

ۡ
ن تكَُونَ تجَِرَٰةً عَن  ٱلبَۡطِٰلِ ءَامَنُواْ لََ تأَ

َ
إلَِه  أ

نفُسَكُمۡۚٓ إنِه 
َ
ِنكُمۡۚٓ وَلََ تَقۡتُلُو اْ أ َ ترََاضٖ م    مۡ رحَِيمٗاكََنَ بكُِ  ٱللَّه

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.
43

 

 

Dalam Hadist Nabi Muhammad S.A.W dijelaskan: 

ُ ارضَِ  عٍ افِ رَ  نِ بْ  ةَ اعَ فَ رِ  عَنْ  نه النهبِِ صَلَّه  للَّه
َ
ُ اعَنهُْ أ   عَلَيهِْ وَ سَلهمَ سُئلَِ  للَّه

َ
 ي  أ

  بِ سْ كَ الْ 
َ
ِ دِ يَ بِ  لِ جُ الره  لُ مَ عَ  :الَ قَ  ؟بُ يَ طْ أ  وَ  ارُ البَه  اهُ وَ رَ ) ر  وْ بُْ مَ  عِ يْ بَ  كُ   وَ  ه

 44.(مُ اكِ الَْ  هُ حَ حه صَ 

Artinya: Diriwayatkan dari Rifa’ah ibn Rafi’ Rasulullah S.A.W pernah 

ditanya seseorang tentang usaha apakah yang paling baik? Maka 

Rasulullah S.A.W menjawab: perbuatan seseorang dengan 

tangannya sendiri dan seluruh jual beli yang baik.
45

 

 

Berdasarkan nash baik yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadist di 

atas, kaum muslimin telah berijma’ tentang kebolehan jual beli dan hikmah 

yang terkandung didalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang 

tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Ia senantiasa membutuhkan 

barang yang berada ditangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan 

menyerahkan sesuatupun tanpa ada ganti/imbalannya. Oleh karena itu, jual 

beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan 

meghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.
46

 

2. Rukun dan Syarat Jual Beli 
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Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai 

konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual 

kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu 

harus terpenuhi rukun dan syaratnya.
47

 

Menurut mazhab Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu ijab 

qabul (shigat) yang menunjukkan atas perpindahan hak milik antara penjual 

dan pembeli baik dari perkataan ataupun perbuatan. Dan sebagian dari 

mereka berpendapat bahwa rukun jualbeli ada dua yaitu ijab qabul dan serah 

terima.
48

 

Menurut mayoritas ulama’ rukun jual beli secara garis besar ada 

tiga,
49

yaitu: 

a. Penjual dan pembeli (al-‘Aqidani), yaitu pemilik harta yang 

mentransaksikan barang dan uangnya, atau orang yang diberi kuasa 

untuk menjual dan membeli harta orang lain. Dalam ketentuannya kedua 

belah pihak ini harus memenuhi beberapa syarat yang secara rinci adalah 

sebagai berikut: 

1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik 

bagi dirinya, oleh karenanya apabila salah satu pihak tidak berakal 

maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
50

 Hal ini sebagaimana firman 
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Allah dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 5 yang berbunyi sebagai 

berikut: 

فَهَا ءَ تؤُۡتوُاْ  لََ  وَ  مۡوَلَٰكُمُ  ٱلس 
َ
  ...أ

Artinya: Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang 

yang bodoh.
51

 

2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam 

melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu 

tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun 

dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya 

sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar 

kehendak sendiri adalah tidak sah.
52

 Hal ini sebagaimana firman Allah 

S.W.T dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 188 yang berbunyi sebagai 

berikut: 

ِ  لََ  وَ  مۡوَلَٰكُم بيَنَۡكُم ب
َ
كُلُو اْ أ

ۡ
مِ وَتدُۡلوُاْ بهَِا  إلََِ  ٱلبَۡطِٰلِ تأَ واْ فَرِيقٗا  ٱلُۡكه

كُلُ
ۡ
لَِِأ

مۡوَلِٰ 
َ
ِنۡ أ ِ  ٱلنهاسِ م  ثمِۡ ب نتُمۡ تَعۡلَمُونَ  ٱلِۡۡ

َ
  وَأ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan 

suka sama suka diantara kamu.
53

 

 

3) Keduanya tidak mubadzir, maksudnya bahwa para pihak yang 

mengikatkan diri dalam transaksi jual beli yang boros (mubadzir), 

sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang 

tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu 
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perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan 

semata.
54

 Hal ini sebagaimana firman Allah S.W.T dalam al-Qur’an 

surat al-Nisa’ ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut: 

فَهَا ءَ تؤُۡتوُاْ  لََ وَ  مۡوَلَٰكُمُ  ٱلس 
َ
ُ جَعَلَ  ٱلهتِ أ  ٱكۡسُوهُمۡ فيِهَا وَ  ٱرۡزقُُوهُمۡ  لَكُمۡ قيَِمٰٗا وَ  ٱللَّه

عۡرُوفٗا   وَقُولوُاْ لهَُمۡ قَوۡلَٗ مه
Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu)yang dijadikan Allah sebagai sumber 

kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil 

harta itu) dan ucapkan pada mereka dengan kata-kata yang 

baik.
55 

 

4) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fikih), dikatakan baligh (dewasa) 

apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang 

bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli 

yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, namun demikian bagi 

anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana 

yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun 

dan belum bermimpi atau belum datang bulan/ haid), menurut 

sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan 

perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak 

bernilai tinggi. Dalam hal ini kita ketahui bahwa apabila anak yang 

belum baligh (dewasa) tidak dapat melakukan perbuatan hukum 

seperti jual beli barang tidak bernilai tinggi seperti yang biasa terjadi 

di tengah-tengah masyarakat akan menimbulkan kesulitan bagi 

masyarakat itu sendiri, sedangkan kita tahu bahwa hukum Islam 
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(syariat Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan 

kesulitan atau kesukaran bagi pemiliknya.
56

 Hal ini sebagaimana 

firman Allah S.W.T dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 185 

berbunyi sebagai berikut: 

ُ يرُيِدُ ...  ۡ... ٱلۡعُسَۡ لََ يرُِيدُ بكُِمُ  وَ  ٱلۡيُسَۡ  بكُِمُ  ٱللَّه

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak 

menghendaki kesulitan atau kesukaran bagimu.
57

 

 

b. Ijab qabul (Shighat), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak 

pembeli untuk melakukan transasksi jual beli, di mana pihak pembeli 

menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah 

terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan. Sama 

seperti yang di atas, bahwa ijab qabul ini memiliki beberapa syarat yang 

harus dipenuhi dalam suatu transaksi yang dimaksud dengan syarat-

syarat dalam akad ialah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam ijab dan 

qabul (shigat), yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak 

(penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan 

transaksi jual beli. Dalam ijab qabul ada syarat-syarat yang harus 

diperlukan antara lain: 

1) Kecakapan hukum (ahliyah), yang dimaksud dengan syarat ini adalah 

kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum 

atau kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan 
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untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum Syari’ah.
58

 Maka 

dalam hal ini tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang 

idiot dan orang gila, hal ini dikarenakan ketidakadaan kecakapan 

hukum. 

2) Hendaknya tidak ada pemisahan antara ijab dari penjual dan qabul 

dari pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam atau tidak 

menjawab setelah penjual menyatakan ijabnya. Dan tidak 

diperbolehkan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
59

 

3) Hendaklah lafaz qabul sesuai dengan lafaz ijab.
60

 Misalnya, penjual 

mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 100.000,-“ lalu pembeli 

menjawab: “Saya beli dengan harga Rp. 100.000,-. Apabila antara ijab 

dan qabul tidak sesuai, maka jual belinya tidak sah. 

4) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah 

pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang 

sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri 

sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengerjakan aktivitas lain 

yang tidak terkait dengan masalah jual beli, Kemudian ia ucapkan 

qabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih jual beli ini tidak sah, 

sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab 

langsung dengan qabul.
61
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5) Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab 

dan qabul harus jelas, lengkap, dan pasti sehingga tidak menimbulkan 

pemahaman lain.
62

 

6) Ijab dan qabul tidak boleh dikaitkan dengan waktu (mu’aqqat).
63

 

c. Barang jualan (al-Ma’qud ‘Alaih), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh 

syara’ untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
64

 Objek jual beli 

(al-Ma’qud ‘Alaih) yaitu barang atau benda yang menjadi sebab atau 

tujuan terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi 

syarat-syarat antara lain sebagai berikut: 

1) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang 

diperjualbelikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan 

sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan, seperti: 

anjing dan minuman keras.
65

 Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah 

S.A.W: 

ُ عَنْهُمَا ِ رَضَِ اللَّه نههُ  ،عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللَّه
َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  أ ِ صَلَّه اللَّه سَمِعَ رسَُولَ اللَّه

ةَ  َ وَرسَُولََُ ۡ:يَقُولُ عََمَ الفَتْحِ وَهُوَ بمَِكه مَ بَيْعَ الَخمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخنِْْيِرِ إنِه اللَّه حَره
صْنَامِ 

َ
66.(رَوَاهُ الُْۡخَاريِ) وَالأ

 

Artinya: Dari Jabir Bin Abdillah R.A. bahwasanya dia mendengar 

Rasulullah Saw bersabda pada tahun fath al-Makkah 

(penaklukan kota Makkah): Sesungguhnya Allah dan 

Rasulnya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan 
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berhala.(H.R. Bukhari).
67

 

 

Tetapi terkadang tidak semua barang atau benda yang 

mengandung najis tidak boleh diperjualbelikan, akan tetapi hanya 

sebatas penggunaan manfaatnya dan bukan untuk dimakan, diminum 

atau dikonsumsi sebagai konsumsi manusiawi.
68

  

2) Barang atau objek yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan,
69

 

maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan secara subjektif, karena 

terkadang suatu barang itu sangat bermanfaat untuk sebagian orang 

namun tidak semua orang. Alasannya adalah bahwa yang hendak 

diperoleh dari suatu transaksi ialah manfaatnya itu sendiri. Bila barang 

itu tidak ada manfaatnya bahkan dapat merusak, maka objek tersebut 

tidak dapat diperjualbelikan.
70

 

3) Barang yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad, 

maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas 

sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat 

izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli yang 

dilakukan oleh orang yang bukan pemilik asli atau berhak berdasarkan 

kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian  jual beli yang batal. 

Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah S.A.W dalam 

suatu riwayat hadis yang berbunyi: 
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لُنِ  ياَ رسَُولَ  :قُلتُْ  :عَنْ حَكِيمِ بنِْ حِزَامٍ قَالَ 
َ
ِ الرهجُلُ يسَْأ الَْۡيعَْ وَلَيسَْ  اللَّه

بيِْ 
َ
فأَ
َ
 71.(رَوَاهُ ابنُْ مَاجَه) عِندَْكَ لََ تبَعِْ مَا ليَسَْ :قَالَ  ؟عُهُ عِندِْي أ

Artinya:  Dari Hakim Bin Hizam ia berkata kepada Rasulullah 

S.A.W: Wahai Rasulullah ada seseorang laki-laki yang 

memintaku untuk menjual sesuatu yang bukan milikku, 

apakah aku boleh menjualnya? Maka Rasulullah S.A.W 

bersabda: Janganlah kalian menjual barang yang bukan 

hak milik kalian” (H.R. Ibn Majah).
72

 

 

4) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan, yang 

dimaksud di sini bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan 

dapat diserahkan oleh penjual dan dapat diterima oleh pembeli. 

Berdasarkan syarat ini maka tidak sah transaksi jual beli binatang liar, 

ikan yang berada di lautan dan burung di angkasa, karena tidak dapat 

diserahkan kepada pembeli.
73

 

5) Barang atau benda yang diperjualbelikan harus jelas (mu’ayyan) dan 

diketahui oleh kedua belah pihak.
74

Artinya bahwa barang atau benda 

yang diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, 

kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang 

menimbulkan keraguan, ketidakjelasan salah satu pihak atau jual beli 

yang mengandung penipuan. 

3. Hukum dan Sifat Jual Beli 
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Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya jumhur ulama’ membagi jual 

beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (shahih) dan 

jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli 

yang memenuhi ketentuan syara’, baik rukun maupun syaratnya, 

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas sedangkan jual beli yang tidak 

memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak 

(fasid) atau batal (bathil). Dengan kata lain, menurut jumhur ulama’ rusak 

dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama’ Hanafiyyah membagi 

hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batak dan rusak. Perbedaan pendapat 

jumhur ulama’ dan ulama’ Hanafiyyah berdasarkan pada jual beli atau akad 

yang tidak memenuhi ketentuan syara’. Jumhur ulama’ berpendapat bahwa 

akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan syara’ harus ditolak atau tidak 

dianggap, baik dalam masalah muamalah dan atau ibadah. Sedangkan 

menurut ulama’ Hanafiyyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu 

kemaslahatan yang tidak sesuai atau kekurangan dengan ketentuan syariat. 

Sedangkan Abdul Aziz Muhammad Azam menjelaskan dalam 

bukunya Fiqh Muamalat, bahwa hukum jual beli itu ada lima. Jual beli bisa 

menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi mandub pada 

waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf. Imam Al-

Ghazali menambahkan hukum jual beli dengan menjelaskan, bahwa jual beli 

bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa 

membuat arak, atau kurma  basah kepada orang yang biasa membuat 
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minuman arak, walaupun si pembeli adalah orang non muslim dan selain 

yang di atas hukumnya boleh. 

4. Macam dan Bentuk Jual Beli 

Mayoritas fukaha membagi jual beli menjadi dua bagian.
75

 Dan 

pembagiannya adalah sebagai berikut: 

a. Jual beli shahih, yaitu jual beli yang disyariatkan memenuhi rukun dan 

syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada 

hak khiyar lagi.
76

 Jual beli yang shahih menimbulkan implikasi atau 

akibat hukum yaitu berpindahnya kepemilikan.
77

 

b. Jual beli ghairu shahih, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan 

syaratnya dan tidak mempunyai implikasi atau akibat hukum terhadap 

objek akad.
78

 Masuk dalam kategori ini adalah jual beli bathil dan jual 

beli  fasid, yaitu: 

1) Jual beli bathil, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal 

dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, jual 

beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila, 

atau jual beli yang objeknya mal ghairu mutaqawwim (benda yang 

tidak dibenarkan memanfaatkannya secara syar’ii, seperti bangkai dan 

narkoba. Akad jual beli bathil ini mempunyai implikasi hukum berupa 

berupa tidak berpindahan milik karena ia dianggap tidak ada.
79
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2) Jual Beli Fasid, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya, 

namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang-

orang yang cakap hukum (ahliyah) atau jual beli benda yang 

dibolehkan memanfaatkannya. Namun terdapat hal atau sifat yang 

tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli 

itu menjadi rusak.
80

 Jual beli fasid terdiri dari beberapa bentuk antara 

lain: 

a) Jual beli majhul (benda atau barangnya secara global tidak 

diketahui).
81

 

b) Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang 

digantungkan kepada masa yang akan datang.  

c) Jual beli yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad.  

d) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan 

harga tunai (bai’ ajal).  

e) Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat khamr  

f) Melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada 

dua syarat dalam satu akad jual beli.
82

 Menurut Syafi’iyah jual beli 

ini bathil dan menurut Hanafiyah jual beli ini fasid. 

Kemudian apabila jual beli ditinjau dari segi bentuknya, maka jual 

beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk antara lain: 

a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli (ba’i) yang menjadi: 
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1) Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan 

konotasinya. 

2) Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan 

muqayadhah (barter). 

3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan sharf.
83

 

b. Ditinjau dari waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat bentuk: 

1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal jual beli. 

2) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang telah 

disepakati, ini dinamakan salam. 

3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan ba’i ajal 

(jual beli tidak tunai). 

4) Barang dan uang tidak tunai, disebut dengan ba’i dain bi dain (jual 

beli utang dengan utang).
84

 

c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi: 

1) Ba’i Musawamah (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual 

beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, 

akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk 

ditawar. 

2) Ba’i Amanah, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan 

harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual tersebut. Jual beli ini 

dibagi menjadi tiga bagian antara lain: 
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a) Ba’i Murabahah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang 

dan laba. 

b) Ba’i Al-Wadhiyyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok 

barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. 

c) Ba’i Tauliyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan 

menjualnya dengan harga tersebut.
85

 

C. Tentang Al-Ijarah 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Al-Ijarah 

Secara etimologi kata al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti 

al-‘iwad yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. Sedangkan 

secara istilah al-ijarah adalah akad atas manfaat disertai imbalan.
86

 

Dan secara epistimologi al-ijarah adalah upah sewa yang diberikan 

kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan 

atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah ajr, ujrah dan 

al-ijarah. Kata al-ajr digunakan apabila seseorang memberikan imbalan 

atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada 

hal-hal negatif. Kata al-ajr (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di 

akhirat, sedangkan kata ujrah (upah sewa) digunakan untuk balasan dunia.
87

 

Selain itu al-ijarah adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewa 

(mu’ajjir) oleh orang yang menyewa (musta’jir), serta pemilikan harta dari 

pihak musta’jir oleh seorang mu’ajjir. Dengan demikian ijarah berarti 
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merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi 

tertentu pula.
88

 

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, al-ijarah adalah akad 

pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, 

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas 

barang itu sendiri.  

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 

al-ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan 

pembayaran. Ijarah juga dapat diartikan dengan lease contract dan juga hire 

contract.  

Mengenai legalitas al-ijarah, mayoritas ulama berpendapat bahwa 

al-ijarah diisyaratkan berdasarkan al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’. Berikut 

uraiannya: 

a. Al-Qur’an  

Di dalam al-Qur’an Allah S.W.T berfirman di dalam surat Al-

Qashash ayat 26-27 yang berbunyi: 

بتَِ  قَالتَۡ 
َ
أ مِيُْ ٱ لۡقَويِ  ٱ جَِررَۡ    ۡ سۡتَ ٱإنِه خَيَۡۡ مَنِ  جِِررۡهُ    ۡ سۡتَ ٱإحِۡدَىهُٰمَا يََٰٓ

َ
 ٢٦ لۡأ

نكِحَكَ إحِۡدَى  قَالَ 
ُ
نۡ أ
َ
ريِدُ أ

ُ
جُرَنِِ ثمََنَِٰ حِجَِرجٖٖۖ  بنۡتََه ٱإنِّ ِ  أ

ۡ
ن تأَ

َ
َٰٓ أ هَتَٰيِْۡ عَََ

شُقه عَليَۡكَۚٓ سَتَجِِردُنِّ  إنِ شَا ءَ 
َ
نۡ أ
َ
ريِدُ أ

ُ
ا فَمِنۡ عِندِكَ  وَمَا  أ تۡمَمۡتَ عَشۡۡٗ

َ
فَإنِۡ أ

ُ ٱ لٰحِِيَْ ٱمِنَ  للَّه   ٢٧ لصه

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. 
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Berkatalah Dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud 

menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, 

atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan 

jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu 

kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. 

dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- 

orang yang baik.
89

 

Selain itu Allah S.W.T juga berfirman dalam surat al-Baqarah 

ayat 233 yang berbunyi: 

ن يتُمِه  لۡوَلٰدَُِٰ  ٱوَ 
َ
رَادَ أ

َ
ٖۖ لمَِنۡ أ وۡلَدَٰهُنه حَوۡليَِْۡ كََمِليَِْۡ

َ
ۚٓ ٱيرُۡضِعۡنَ أ وَعَََ  لرهضَاعَةَ

ِ  ۥلََُ  لمَۡوۡلوُدِٱ ۚٓ لََ  لمَۡعۡرُوفِ  ٱرزِقُۡهُنه وَكسِۡوَتُهُنه ب لََ تكَُلهفُ نَفۡس  إلَِه وسُۡعَهَا
ُۢ بوَِلَِِهَا  ةُ ُ  وَلََ تضَُآره وَلَِِٰ ِ  ۥمَوۡلوُدٞ لَه رَادَا  لوَۡارثِِ ٱوَعَََ  ٓۦۚ بوَِلَِِه

َ
مِثۡلُ ذَلٰكََِۗ فإَنِۡ أ

ِنۡهُمَا وَتشََاوُرٖ فلَََ  ن فصَِالًَ عَن ترََاضٖ م 
َ
مۡ أ رَدت 

َ
َۗ َإِننۡ أ ََ عَلَيۡهِمَا  جُنَا

ََ عَلَيۡكُمۡ إذَِا سَلهمۡتمُ مه  وۡلَدَٰكُمۡ فلَََ جُنَا
َ
ْ أ ِ  ا  تسَۡتَّضِۡعُو ا  لمَۡعۡرُوفِ  ٱءَاتيَۡتُم ب

ْ ٱوَ  قُوا َ ٱ ته ْ ٱوَ  للَّه نه  عۡلمَُو ا
َ
َ ٱأ   ٢٣٣بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِيۡٞ  للَّه

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 

kepada para ibu dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani 

melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang 

ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah 

karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa 

atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 

orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah 

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 

apa yang kamu kerjakan.
90

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada 

pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai 
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dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar 

bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia 

menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan 

upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak 

sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak 

curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada 

salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.
91

 

Dalam ayat lain pula Allah S.W.T mengisyaratkan legalitas upah 

(ongkos/fee) dalam  surat al-Nahl ayat 97 yang berbunyi: 

نثََٰ وهَُوَ مُؤۡمِنٞ فلََنُحۡييِنَههُ  مَنۡ 
ُ
وۡ أ

َ
ِن ذَكَرٍ أ حَيَوٰةٗ طَي بَِةٗ   ۥعَمِلَ صَلٰحِٗا م 

حۡسَنِ مَا كََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ 
َ
جۡرهَُم بأِ

َ
هُمۡ أ   ٩٧وَلَنجَِۡرزِيَنه

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka 

Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka 

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan.
92

 

 

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka 

yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka 

seseorang yang bekerja di suatu badan usaha atau perusahaan dapat 

dikatagorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak 

memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. 

Dengan demikian, maka seseorang buruh yang bekerja dengan benar 
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akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di 

akhirat.
93

 

b. Hadis 

Hadis merupakan perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan 

persetujuan dari nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. 

Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Qur’an, dalam hal ini 

kedudukan hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an. 

Selain itu ayat Al-Qur’an di atas, ada beberapa hadis yang 

menegaskan tentang al-ijarah, hadis Rasulullah SAW menegaskan: 

ۡقاَلَ: بنِْۡ اللِۡ عَبْدِۡ عَنْۡ ۡسَلَّمَۡۡاللُۡۡصَلَّىۡاللِۡقاَلَۡرَسُوْلَۡ عُمَرَ ۡوَ ۡعَليَْهِ :ُۡ ۡعْطُوْاأ

ۡعَرَقهُُۡ 94.(ابنُْۡمَاجَهرَوَاهُۡ) الۡجَِيْرَۡأجَْرَهُۡقبَْلَۡأنَْۡيجَِفَّ
ۡ 

Dari Abdillah bin Umar ia berkata, berkata Rasulullah S.A.W: 

berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya 

kering.” (H.R. Ibnu Majah).
95

 

Artinya: 

 

Diisyaratkan pula agar upah dalam transaksi al-ijarah disebutkan 

secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah 

(ongkos/fee). Hadits riwayat Abu Sa’id Al-Khudri, Rasulullah S.A.W 

bersabda: 

ۡرَضِىَۡأَۡعَنْۡ ۡصَلَّىۡۡاللُۡبىِۡسَعِيْدٍۡالَخُدرِْى ِ ۡالنَّبىَِّ :ۡعَليَْهِۡوَۡسَلَّمَۡقاَلَۡۡاللُۡعَنْهُۡأنََّ

ۡلهَُۡأجُْرَتهَُۡ اقِۡ) مَنِۡاسْتأَجَْرَۡأجَِيْرًاۡفلَْيسَُم ِ زَّ .(رَوَاهُۡعَبْدُۡالرَّ
96

ۡۡۡ

Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra. Bahwasanya Nabi Saw 

bersabda: barang siapa mempekerjakan pekerja maka 

tentukanlah upahnya” (H.R. Abdul Razaq).
97

 

Artinya:  
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امِۡفقَاَلَۡۡاللُۡعَنْۡأنَسٍَۡرَضِىَۡ ۡاللِۡتجََمَۡرَسُوْلُۡحْۡاِۡ:ۡعَنْهُۡأنََّهُۡسُئلَِۡعَنْۡأجَْرِۡالْحُجَّ

ۡوَۡأعَْطَاهُۡصَاعَيْنِۡمِنْۡطَعاَمٍۡۡاللُۡصَلَّىۡ رَوَاهُۡ)ۡعَليَْهِۡوَۡسَلمََۡحَجَمَهُۡأبَوُْۡطَيْبةََ

.(البخَُارِى
98

 

Artinya: Dari Anas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah 

dari bekerja membekam, dia mengatakan: Rasulullah SAW 

dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, 

sebanyak dua sak makanan. (H.R. Bukhari).
99

 

 

Selain itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang ancaman yang 

diberikan bagi orang yang melanggar dan tidak memenuhi hak-hak orang 

lain di dalam hadis Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal 

yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadist yang diriwayatkan 

Muslim, sebagai berikut: 

قاَلَۡۡ عَليَْهِۡوَۡسَلَّمَۡقاَلَۡۡاللُۡۡعَنْهُۡعَنِۡالنَّبيِۡصَلَّىۡاللُۡرَضِيَۡعَنْۡأبَىِۡهرَُيْرَةَۡ

ۡتعَاَلىَۡ ۡرَۡۡثلَاثَةَ ۡاللُ ۡالْقِياَمَةِ ۡيوَْمَ ۡخَصْمُهُمْ ۡوَۡأنَاَ ۡغَدرََ ۡأعَْطَيۡبىِۡثمُْ ۡجُلُ رَجُل 

ۡفأَكََلَۡ ا ۡحُرًّ ۡاسِْتأَجْرَۡۡباَعَ ۡوَرَجُل  ۡوَۡۡثمََنهَُ ۡمِنْهُ ۡأجَْرَهُۡفاَسْتوَْفيَ ۡيعَْطِهِ رَوَاهُۡ)ۡلمَْ

ارِى 100.(البخَُّ
 

Artinya:  Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: Allah swt 

berkata: tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat 

ialah seseorang yang memberi pinjaman dengan namaku, 

kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang 

merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang 

mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik 

namun ia tidak memenuhi upahnya.” (H.R. Bukhari).
101
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c. Ijma 

Ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu 

hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist dalam suatu 

perkara yang terjadi. Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma bahwa 

ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.
102

 

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan 

bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha 

negri besar dan fuqaha masa pertama”. al-ijarah merupakan akad 

pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah 

sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
103

 

2. Rukun dan Syarat Al-Ijarah 

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud 

karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, 

terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, 

tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur 

yang membentuk itu disebut rukun.
104

 

Menurut Jumhur Ulama, rukun al-ijarah ada 4, yaitu: 

a. Al-‘Aqidan 

Yaitu orang-orang yang melakukan akad sewa menyewa atau 

upah mengupah. Orang yang memberikan upah penyewa disebut mu’jir 
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dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa 

sesuatu disebut musta’jir.
105

 

b. Sighat 

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad, terdiri 

atas ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) 

isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam-diam semata. Syarat-

syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam 

ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
106

 

c. Upah 

Yaitu sesuatu yang diberikan musta’jir atas jasa yang telah 

diberikan atau diambil manfaatnya oleh mua’jir. 

d. Manfaat 

Untuk mengontrak seseorang musta’jir harus diketahui bentuk 

kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis 

pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi 

upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.
107

 

Mengenai syarat al-ijarah terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan 

antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang 

dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan 

bagian dari hakikat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa 

tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat 
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sewa menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa–menyewa, tetapi 

tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat sewa-menyewa itu sendiri. 

Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarah baru dianggap sah apabila 

telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara 

umum dalam transaksi lainnya.  

3. Bentuk-Bentuk Al-Ijarah  

Melihat dari beberapa pengertian al-jarah yang telah diuraikankan 

diatas telah disebutkan bahwa al-ijarah itu merupakan sebuah transaksi atas 

suatu manfaat, manfaat objek transaksi.
108

 Dilihat dari segi objeknya, akad 

al-ijarah dibagi para ulama fikih kepada dua macam: 

a. Al-ijarah yang Bersifat Manfaat 

Umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, 

pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang 

dibolehkan syara’ untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqih sepakat 

menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.
109

 

Al-ijarah yang bersifat manfaat ini dibolehkan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Manfaat dari objek akad harus diketahui dengan jelas, hal ini dapat 

dilakukan, misalnya dengan cara memeriksa atau pemilik  

menginformasikan atau memberitahu secara transparan tentang 

kualitas manfaat barang. 
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2) Objek al-ijarah dapat diserah terimakan secara langsung dan tidak 

mengandung cacat yang dapat merusak fungsinya. Tidak 

diperbolehkan akad Ijarah atas harta benda yang masih dalam 

penguasaan pihak ketiga. 

3) Objek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan syari’at Islam, 

misalnya menyewakan rumah atau tempat hiburan seperti tempat 

karaoke untuk maksiat, menyewakan VCD porno, dan lain-lain. 

4) Objek persewaan harus manfaat langsung dari sebuah benda. 

Misalnya menyewakan mobil untuk dikendarai, menyewakan rumah 

untuk ditempati. Tidak diperbolehkan menyewakan sapi untuk diambil 

susunya, menyewakan tumbuhan untuk diambil buahnya, dan lain-

lain. 

5) Harta benda harus bersifat isti’maliy, yaitu harta benda yang dapat 

dimanfaatkan berulang-ulang tanpa mengakibatkan kerusakan bagi zat 

dan pengurangan sifatnya.
110

 

b. Al-Ijarah yang Bersifat Pekerjaan 

Ialah dengan cara memperkerjakan seorang untuk melakukan 

suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, menurut para ulama fikih, 

hukumnya boleh apabila apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh 

bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.
111

 

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ini dibolehkan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
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1) Perbuatan itu harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis 

pekerjaannya, misal menjaga rumah sehari/ seminggu/ sebulan, harus 

ditentukan. Intinya dalam hal al-ijarah pekerjaan, diharuskan adanya 

uraian pekerjaan. Tidak diperbolehkan memperkerjakan seseorang 

dengan periode tertentu dengan ketidak jelasan pekerjaan. 

2) Pekerjaan yang menjadi objek al-ijarah tidak boleh berupa pekerjaan 

yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban musta’jir 

seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain. 

Sehubungan dengan prinsip ini mengenai ijarah mu’adzin, imam dan 

pengajar Al-Qur’an, menurut fuqaha Hanifiyah dan Hanabilah tidak 

sah. Alasan mereka perbuatan tersebut merupakan taqarrub 

(pendekatan diri) kepada Allah, akan tetapi Imam Malik dan Imam 

Syafi’i melakukan al-ijarah dalam hal-hal tersebut boleh, karena 

berlaku kepada pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban 

pribadi.
112

  

4. Batalnya dan Berakhirnya Al-Ijarah 

Sebelum membahas lebih dalam mengenai batal dan berakhirnya al-

ijarah ulama fikih berpendapat, maka ada baiknya membahas tentang objek 

al-ijarah, apakah bersifat mengikat atau tidak? 

Ulama mazhab Hanafȋ berpendapat, bahwa akad al-ijarah itu 

bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, 
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apabila terdapat ‘udzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak 

secara hukum seperti gila. 

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa akad al-ijarah itu bersifat 

mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. 

Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus, salah seorang 

yang berakad meninggal dunia. 

Menurut mazhab Hanafȋ, apabila salah seorang meninggal dunia, 

maka akad al-ijarah menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan 

kepada ahli waris. 

Menurut mayoritas ulama, akad al-ijarah itu tidak menjadi batal, 

dikarenakan menurut mereka suatu manfaat dapat diwariskan kepada ahli 

waris. Karena suatu manfaat juga termasuk harta. 

Adapun yang menjadi sebab batalnya upah adalah sebagai berikut: 

a. Jika benda ada di tangan Ajir 

1) Jika ada bekas pekerjaan, Ajir  berhak mendapat upah sesuai bekas 

pekerjaan tersebut. 

2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, Ajir berhak mendapat upah 

pekerjaannya sampai akhir. 

b. Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah 

selesai bekerja. 

Para ulama fikih menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir 

apabila: 
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1) Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang 

dijahit hilang. 

2) Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad ijarah telah 

berakhir. Apabila yang disewakan benda, maka benda tersebut harus 

dikembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila itu berupa jasa, maka 

orang yang bekerja tersebut berhak menerima upahnya. 

3) Menurut madzhab Hanafiyah apabila wafatnya salah seorang yang 

berakad. Sedangkan menurut jumhur ulama wafatnya salah seorang 

berakad tidak mengakhiri akad dan bias diwariskan. 

4) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar 

upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan. 

5) Mendapat manfaat. Jika Ijarah dalam bentuk barang apabila ada 

kerusakan pada barang sebelum dimanfaatan dan masih ada belum 

selang waktu, akad tersebut menjadi batal. 

Al-ijarah memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari mulai dari zaman dahulu sampai zaman modern 

seperti sekarang. Tidak dapat kita bayangkan betapa susahnya kehidupan 

sehari-hari, apabila al-ijarah ini tidak dibolehkan oleh hukum dan tidak 

mengerti tata caranya. Karena itu, al-ijarah dibolehkan dengan keterangan 

syarat sangat jelas, dianjurkan kepada setiap orang dalam rangka mencukupi 

kebutuhan sehari-hari.
113
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